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SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

Jakarta, 3 Agustus 2017 

Kepada 

Yth. 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta 
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI 

Jakarta 

di 

Jakarta 

SURAT EDARAN 

NOMOR 47/SE/2017 

TENTANG 

PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN KESIAGAAN TERHADAP AKSI TEROR KEPADA 
MASYARAKAT/APARAT PEMERINTAH/KEAMANAN DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI 

Sebagai tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri langgal 10 Juli 2017 Nomor 
300/3059/SJ terkait gangguan keamanan di beberapa daerah yang sudah meresahkan 
masyarakat, dengan adanya aksi teror terhadap aparat keamanan oleh individu/kelompok yang 
diduga jaringan teroris, dengan ini diharapkan kepada Walikota/Bupati Kepulauan Seribu 
Provinsi DKI Jakarta agar : 

1. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan terhadap aksii teror kepada masyarakat dan 
aparat pemerintah/keamanan melalui kegiatan deteksi dini dan cegah dini. 

2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas unsur pimpinan daerah serta instansi terkait 
melalui Forkopimko, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial serta jajaran Satuan Polisi 
Pamong Praja guna mendeteksi semua potensi gangguan teror terhadap situasi keamanan 
daerah. 

3. Melibatkan dan meningkatkan peran aktif Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Pemuda melalui Forum Kemitraan Masyarakat seperti : FKDM, FKUB, FPK, 
Ormas/LSM guna mengeliminir Gerakan Kelompok Radikal/Teroris di daerah. 

4. Mengaktifkan dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Siskamling di tingkat 
RT/RW di lingkungan Kelurahan dan berkoordinasi aktif dengan Babinsa, Babinkamtibmas 
serta mewajibkan laporan 1 x 24 jam bagi tamu/orang asing. 

5. Melaporkan pada kesempatan pertama kepada Gubemur Provinsi DKI Jakarta setiap 
dinamika permasalahan keamanan yang terjadi di wilayah masing-masing. 

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan 
penuh tanggung jawab. 

Tembusan : 

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta 
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta 
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta 
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